PIAGAM DIREKSI
PT Toba Pulp Lestari Thk

1. Umum

1.1.Pedoman Kerja Direksi PT Toba Pulp Lestari Tbk ($@eoan”) adalah dibuat
berdasarkan aturan-aturan dan peraturan perundatajgan di bidang pasar
modal dan peraturan perundang-undangan yang hankalengan operasi
perusahaan.

1.2.Berdasarkan 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasaam@an (OJK) Nomor
33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentangek§lirdan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebubidmva Direksi dan Dewan
Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikaagetnggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.

1.3. Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman yanggikenbagi setiap anggota
Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jayealsecara efektif dan
sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yaikg b

2. Struktur, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Dan K eanggotaan
2.1. Struktur Organisasi
2.1.1Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yanditedari sedikitnya 3
(tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan selaayikut: seorang
Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur ataulebi
2.1.2 Direksi harus memiliki paling kurang 1 Direktur kypknden.

2.2. Masa Jabatan
2.2.1Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masingngasntuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
2.2.2Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhpat diangkat
kembali.
2.2.3Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantigotanBireksi kepada
RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Rerasinedan
Nominasi atau Dewan Komisaris dalam pelaksanaagsfuRemunerasi
dan Nominasi dalam hal tidak dibentuk Komite Renmasiedan Nominasi.
2.2.4RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pad@psetktu sebelum
masa jabatannya berakhir setelah anggota Direksj parsangkutan diberi
kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri
2.2.5Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
2.2.5.1. mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Das@eRan;
2.2.5.2. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
undangan;
2.2.5.3. meninggal dunia;
2.2.5.4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
2.2.6. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhepgagubahan atau
pengunduran diri anggota Direksi secara rinci dapdihat dalam
Anggaran Dasar Perseroan.

2.3. Rangkap Jabatan
2.3.1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
2.3.1.1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiatau
Perusahaan Publik lain; dan
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2.3.1.2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tigajten
atau Perusahaan Publik lain.

2.3.1.3. anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggotaite&kom
paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaamnana
yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggotekdDir
ataupun anggota Dewan Komisaris.

2.3.2. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangannytai yang
mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yargedee dengan
ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuag gaengatur lebih
ketat.

2.4. Keanggotaan
2.4.1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orangepeangan yang
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selemjabat:
2.4.1.1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2.4.1.2. cakap melakukan perbuatan hukum;
2.4.1.3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan saelam
menjabat:
2.4.1.3.1.tidak pernah dinyatakan pailit;
2.4.1.3.2.tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau ataggo
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
2.4.1.3.3.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan; dan
2.4.1.3.4.tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau ataggo
Dewan Komisaris yang selama menjabat:
2.4.1.3.4.1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS
tahunan;
2.4.1.3.4.2. pertanggungjawabannya sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
pernah tidak diterima oleh RUPS atau
pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada RUPS; dan
2.4.1.3.4.3. pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2.4.1.4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perurgdan
undangan; dan
2.4.1.5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidangigya
dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
2.4.2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud paua2Rbll wajib
dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepawiten atau
Perusahaan Publik.

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
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3.1. Tugas

3.1.1. Direktur Utama mempunyai tugas dan fungsi mengkoasikan seluruh
departemen-departemen dan operasional perusahaamg galam
pelaksanaannya dibantu dan bekerja sama dengaksDamnya.

3.1.2. Direksi dengan itikad baik dan bertanggung jawatupeatas pengurusan
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan dhalesu tujuan
Perseroan.

3.1.3. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar daelilan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uadangnggaran
Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

3.1.4. Direksi juga membawahi departemen-departemen sebagkut:
3.1.4.1. Departemen Material;
3.1.4.2. Departemen Teknikal;
3.1.4.3. Departemen Pelatihan dan Pengembangan Karyawan;
3.1.4.4. Departemen Operasional Fiber;
3.1.4.5. Departemen Hubungan Masyarakat dan Pengembangan

Masyarakat;
3.1.4.6. Departemen Operasional Mill;
3.1.4.7. Departemen SDM;
3.1.4.8. Departemen Keuangan,;
3.1.4.9. Departemen Penelitian dan Pengembangan;
3.1.4.10dan departemen lainnya yang akan ditentukan kemudia

3.2. Tanggung jawab

3.2.1. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas keriRpaseroan apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankgashya tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganggung
jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng $&etigap anggota
Direksi.

3.2.2. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan René@rg@m dan
Anggaran Perseroan serta mengevaluasi pencapaiannya

3.2.3. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kepatubehadap
hukum dan perundang-undangan.

3.2.4. Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan kebijakédang
komunikasi Perseroan, hubungan kelembagaan, damgab investor.

3.2.5. Mengendalikan kegiatan pengembangan teknologi, nieng,
pembangunan, dan teknologi informasi.

3.2.6. Mengendalikan kegiatan operasi, pemasaran, penjualaerta
keselamatan kesehatan kerja dan pengelolaan liggkun

3.2.7. Mengendalikan kegiatan pengelolaan anggaran, peabanaan,
akuntansi, keuangan Perseroan, serta tanggung jesusial dan
lingkungan.

3.2.8. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya ste@nilayanan
umum dan pengamanan Perseroan, kelogistikan, sagnidan proses
bisnis serta manajemen aset.

3.2.9. Mengendalikan kegiatan perencanaan strategis pdiagegan bisnis,
transformasi bisnis, dan manajemen risiko.

3.2.10.Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkagbagaimana
dimaksud pada point di atas jika dapat dibuktikan:
3.2.10.1 kerugian tersebut bukan karena kesalahan atawakaialya;
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3.2.10.2telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, hpenu
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentirRgnseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3.2.10.3tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsuagpun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang méyegkén
kerugian; dan

3.2.10.4telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.

3.3. Wewenang

3.3.1.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan udir [pengadilan

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, karigerseroan dengan

pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, sedajatankan segala

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupp@nkiékan, akan

tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

3.3.1.1. memperoleh atau memindahtangankan barang-bararad tid
bergerak atau hak atas suatu perusahaan, yangyailaurang
dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) atmet
Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan ®irek
Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPSaisesu
dengan Anggaran Dasar Perseroan;

3.3.1.2. ikut serta dalam suatu perusahaan;

3.3.1.3. menjaminkan atau menggadaikan atau dengan cara lain
membebani barang-barang tidak bergerak Perseroay ya
nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (linoéulp
persen) dari asset Perseroan yang tidak termasgklase
tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapatepgrsan
RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

3.3.1.4. meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perssetragai
penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai deng0%
(lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tielakasuk
segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib meatdap
persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasardé@arse

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

3.3.2.1. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

3.3.2.2. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yangpalean
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekaydsersih
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalansatu)(
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu damanaupun
tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan UnQadgng
tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perunidaiaggan
di bidang pasar modal lainnya.

Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transgksg memuat

benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Birelbewan

Komisaris atau pemegang saham, dengan kepenting@morais

Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPSabarklan suara

setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidakpuoneyai benturan

kepentingan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Parsero

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yangriiartgan dengan

kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, makesdPoan akan

4



diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hBEerseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengamtiegan seluruh
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwaleh Dewan
Komisaris.

3.3.5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak umlak atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.

3.3.6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhatandtarena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepaidak ketiga, maka
seorang anggota Direksi berhak dan berwenang dakiontuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3.3.7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi bepu&k mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanyaadengemberikan
kepada mereka wewenang untuk tindakan tertentuabaerklan surat
kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilakaan sesuai
dengan Anggaran Dasar.

4. Pengunduran Diri dan Pember hentian Sementara

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabat@m sebelum masa

jabatannya berakhir.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengunduréasi sebagaimana

dimaksud pada Point 4.1, anggota Direksi yang begisaan wajib

menyampaikan permohonan pengunduran diri kepadais&#wman melalui

Direksi.

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskzrmohonan

pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana diothksida Point 4.2 paling

lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimapgamohonan pengunduran

diri dimaksud.

Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepathasyarakat dan

menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)kesja setelah:

4.4.1. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi agabmana
dimaksud dalam Point 4.2; dan

4.4.2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksah dadint 4.3.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementdesd Dewan Komisaris

dengan menyebutkan alasannya.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud peaod #5 wajib

diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dileltsangkutan.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhantikuntuk sementara

sebagaimana dimaksud pada Point 4.5, Dewan Komisahnarus

menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguakeputusan

pemberhentian sementara tersebut.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Point 4.7 haretedigarakan dalam

jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hagtelah tanggal

pemberhentian sementara.

Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan R$BRagaimana

dimaksud pada Point 4.8 atau RUPS tidak dapat memgakeputusan,

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud peda B menjadi batal.

4.10.Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada Point 4. goandireksi yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

4.11.Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementsghagaimana dimaksud

pada Point 4.5 tidak berwenang:
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7.

4.11.1.Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentifgansahaan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; dan
4.11.2. Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar perigadi
4.12.Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud padadRdi berlaku sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Kosnssanpai dengan:
4.12.1.Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau melkdrat
pemberhentian sementara; atau
4.12.2 lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada4?9.
4.13.Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepathasyarakat dan
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)kesja setelah:
4.13.1.Keputusan pemberhentian sementara; dan
4.13.2.Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksuaandabint 4.7
atau informasi mengenai batalnya pemberhentian rsam@eoleh Dewan
Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sangegan
lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud datémh 49.
4.14.Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, nadedan anggota Direksi
tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhimasa jabatan anggota
Direksi lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi Untuk Direksi

5.1. Komisaris Utama melakukan kajian gaji dan/atauangan bagi anggota Direksi
dibandingkan dengan remunerasi yang diperoleh tddlun kondisi keuangan
Perseroan, dan peraturan yang berlaku di dalane®ars

5.2. Direksi mengusulkan dalam RUPS dan mohon persetupsra Pemegang
Saham untuk memberikan wewenang kepada Komisaaisi@JPerseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi DireksiKdanisaris Perseroan.

5.3. RUPS Tahunan memberikan kewenangan bagi Komisariamd atas
rekomendasi Dewan Komisaris untuk menetapkan reragne

Dasar Penerapan Remunerasi Untuk Setiap Anggota Direksi

6.1. Kewenangan Komisaris Utama menetapkan gaji dan/atjungan kepada
Direksi ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Waktu Kerja

7.1. Direksi wajib menyediakan waktu untuk menjalankamgas dan tanggung
jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

Rapat

8.1. Penyelenggaraan Rapat Direksi

8.1.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara barkgaling kurang 1
(satu) kali dalam setiap bulan.

8.1.2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Point 8dapat
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari séiuanggota Direksi.

8.1.3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama DPew@misaris
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalgem#pat) bulan.

8.1.4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut tis awajib
diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Bleaas Publik.

8.1.5. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukanpsetéktu:
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8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.5.1. atas permintaan Direktur Utama atau oleh seoraag ktbih
anggota Direksi lainnya;

8.1.5.2. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebjjgata Dewan
Komisaris; atau

8.1.5.3. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ahihnlpemegang
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu pedusgp
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hakasyeng
sah.

Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggot@h3i yang berhak

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut kesmnPoint di atas:

8.1.6.1. Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukangggan
dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disakgaiatau
sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untagatr
Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Kire
lainnya.

Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan steatatat atau

dengan surat yang disampaikan langsung kepada setggota Direksi

dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tijaih sebelum rapat

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalgi@mgdan tanggal

rapat.

Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tdnga, tempat, dan

acara rapat.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Persesiau tempat

kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua tanDgeksi hadir

atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebdak disyaratkan

dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun jugebddmak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalaal Birektur Utama

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak padiduktikan kepada

pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpinhokalah seorang

Direktur yang di tunjuk oleh rapat Direksi.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rdpeagksi hanya oleh

anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil kepnt yang

mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persgar) jumlah anggota

Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwaklamlerapat.

Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkasyawarah untuk

mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan Hiandengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lehib@%r (lima puluh

persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluadkéam rapat.

8.1.14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setujuniibeemg, ketua rapat

Direksi yang akan menentukan:

8.1.14.1.Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengetuark
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untiak seggota
Direksi lain yang diwakilinya.

8.1.14.2 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukanadesgrat
suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan petanrgpara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kiecketua
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasatara
terbanyak dari yang hadir.
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8.1.14.3Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggagk tida
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada $eak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikkara

8.2. Hasll Rapat

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapatditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi yang hadir serta disampalkgpada seluruh
anggota Direksi.

Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapatditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komiseig) hadir serta
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan caag@pewan
Komisaris.

Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Bdéwaisaris yang
tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota kBiirelan/atau
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib m@trpernyataan
tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untakjséhya dilekatkan
pada risalah rapat.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sapatanengadakan
rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota fitelah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Direksi memlverp@rsetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis denganandatangani
persetujuan sirkuler tersebut. Keputusan yang diaméngan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan k&putyang
diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Risalah rapat dan persetujuan sirkuler atas keantumpat wajib
didokumentasikan oleh Perseroan.

9. Penilaian Kinerja Direksi
9.1. Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atagKDireksi

9.2.

9.3.

9.1.1.

9.1.2.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaanstdga tanggung
jawabnya, Direksi melakukan penilaian sendiri (sesl$essment) atas
kinerjanya berdasarkan pencapaian tugas manajemen.

Sistem penilaian kinerja bagi Direksi disusun ol&hreksi dan
dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, yang daltehini dibantu
oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk kemudianaluasi oleh
pemegang saham dalam RUPS. Sistem dimaksud akaums ter
disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisas

Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atafkbireksi sebagai berikut:

9.2.1.
9.2.2.

Hasil Self-Assessment Direksi.
Evaluasi oleh Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian kinerja Direksi sekurang-kuraggrsebagai berikut:

9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
9.3.6.

Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi, Rapat GaaonDireksi dan
Dewan Komisaris maupun Rapat Direksi dengan Komite.
Pencapaian program kerja Direksi dan Komite- komiteksi.
Pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis.

Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan \aerpku,
Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, serta kebijakaseRem.

9.4. Pihak yang Melakukan Penilaian
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9.4.1. Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi tefhdil@erja Dewan
Direksi adalah pemegang saham melalui mekanisme SRWengan
mempertimbangkan penilaian dan rekomendasi daridbelfomisaris
berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri yatadalkan Direksi.

9.4.2. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara lkeskan dan kinerja
masing-masing anggota Direksi secara individuahakarupakan bagian
tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pembiasantif bagi
anggota Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-mgsanggota Direksi
secara individual merupakan salah satu dasar pEtigan bagi
pemegang saham untuk memberhentikan dan/atau nugniembali
anggota Direksi yang bersangkutan.

10. Laporan Tahunan

10.1.Direksi mempertanggungjawabkan seluruh kegiatamyreisan yang dilakukan
selama tahun berjalan di dalam Laporan TahunareRens, yang mana akan
dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegangnsatsdam RUPS Tahunan
Perseroan.



